
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Gusti Johan Idrus Nomor 12, Pontianak, Kalimantan Barat 78121
 Telepon (0561) 732078, Faksimile (0561) 766144

Laman https://bpsdm.kalbarprov.go.id Pos-el bpsdm2@kalbarprov.go.id 

Pontianak,  3 Juli 2025

Nomor : 800.2.4.1/484/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Orientasi PPPK di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

di-
Tempat

Memperhatikan  surat  Deputi  Bidang  Penyelenggaraan  Pengembangan
Kapasitas  ASN  LAN  RI  Nomor  2793/D.3/PDP.07.1  Tanggal  30  Juni  2025  Hal
Penyelenggaraan  Orientasi  PPPK,  dengan  hormat  disampaikan  hal-hal  sebagai
berikut:   

1. BPSDM Provinsi  Kalimantan Barat  sebagai  Lembaga Penyelenggara Pelatihan
Terakreditasi  mendukung  dan  memfasilitasi  penyelenggaraan  Orientasi  bagi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kabupaten
Kapuas Hulu  untuk peserta sebanyak 1036 (seribu tiga puluh enam) orang yang
akan dilaksanakan secara  Daring melalui Zoom Meeting dengan jadwal sebagai
berikut: 

No.
Tahap /
Jumlah
Peserta

Kurikulum Pengenalan
Fungsi dan Tugas ASN

Kurikulum Pengenalan Nilai
dan Etika pada Instansi

Pemerintah

1.
I/

106 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 4  s.d. 5 Agustus 2025

2.
II/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 6  s.d. 7 Agustus 2025

3.
III/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 11  s.d. 12 Agustus 2025

4.
IV/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 13  s.d. 14 Agustus 2025

5..
V/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 18  s.d. 19 Agustus 2025

6.
VI/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 20  s.d. 21 Agustus 2025

7.
VII/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 25  s.d. 26 Agustus 2025

8.
VIII/

105 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 27  s.d. 28 Agustus 2025
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No.
Tahap /
Jumlah
Peserta

Kurikulum Pengenalan
Fungsi dan Tugas ASN

Kurikulum Pengenalan Nilai
dan Etika pada Instansi

Pemerintah

9.
IX/

145 Orag
14  s.d. 30 Juli 2025 1  s.d. 2 September 2025

10.
X/

50 Orang
14  s.d. 30 Juli 2025 3  s.d. 4 September 2025

2. Kurikulum Pengenalan  Tugas  dan  Fungsi  ASN  melalui  MOOC  dilaksanakan
dengan mengakses tautan http://swajar-pppkpintar.lan.go.id/, Peserta login dengan
menggunakan NIP (tanpa spasi) sebagai username dan NIK (tanpa spasi) sebagai
password  adapun  panduan  MOOC  Orientasi  PPPK  dapat  dilihat  pada  video
Youtube di tautan https://youtu.be/QMkUdYFAgAQ dan dapat juga diunduh melalui
tautan. https://bit.ly/Orientasipppk_2025.

3. Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi
PPPK oleh BKPSDM Kabupaten  Kapuas Hulu harus mempedomani Keputusan
Kepala LAN RI Nomor 289/K.I/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Orientasi Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

4. Berdasarkan  Bab  III.B  dalam  Keputusan  Kepala  LAN  RI  Nomor
289/K.I/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Orientasi  Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian  Kerja  dijelaskan  bahwa  Pembiayaan  program Orientasi  Pengenalan
Fungsi  dan Tugas ASN adalah “0”  rupiah dan Pembiayaan program Orientasi
dibebankan pada anggaran Instansi Pemerintah asal Peserta. Dilarang keras untuk
membebankan kepada Peserta semua jenis biaya yang terkait dengan Orientasi
PPPK,  baik  pada  tahap  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  maupun  pasca
Orientasi PPPK.

5. Pembebanan  biaya  Orientasi  PPPK  kepada  Peserta  jelas  merupakan  bentuk
pungutan liar dan tindakan melawan hukum, apabila terbukti ditemukan adanya
pungutan liar, LAN RI akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

6. BKPSDM Kabupaten  Kapuas Hulu agar menyiapkan media pembelajaran yang
dipergunakan  dalam pelaksanaan  Kurikulum Pengenalan  Nilai  dan  Etika  pada
Instansi Pemerintah, antara lain dalam bentuk bahan bacaan; bahan tayang; dan
bahan lainnya yang diperlukan.

7. Peserta Orientasi PPPK yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Kurikulum
Pengenalan Nilai  dan Etika pada Instansi Pemerintah dapat diberikan Sertifikat
yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten  Kapuas Hulu baik secara elektronik
maupun non elektronik.
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8. Dengan mempedomani  ketentuan  yang  berlaku,  sebagai  bentuk  pemantauan
pelaksanaan  Orientasi  PPPK  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  laporan  tertulis
mengenai  penyelenggaraan  Orientasi  PPPK  dan  penilaian  peserta  agar
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Orientasi PPPK berakhir
kepada LAN RI melalui BPSDM Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian  disampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasamanya  diucapkan  terima
kasih.

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat

PARAF HIERARKI Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Plh. Sekretaris 
Badan

Plt. Kabid SKPK
       ${ttd}

Pelaksana Marjani, SE., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
196603021987031012
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